
BUPATI KEPI'LAUAN SIAU TAGULAI{DANG BIARO

PROVIilSI SULAWTSI UTARA

PERATURAN DATRAII I(ABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATT'RAN DAERATI KABUPATEN KEPI'LAUAN
SI.,AU TAGULANDANG BIARO NOMOR 12 TAHUIT 2016 TEITTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUI{AN PERANGI(AT DAERAII
I{ABUPATEIT KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

DENGAN RATIMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

BUPATI KEPI,LAUAIT SIAU TAGULANDANG BI/ARO,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2ll
ayat (21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 3 ayat (71 Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta
memperhatikan karakteristik wilayah Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, maka perlu
mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro Nomor 72 Tahun 2076
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:.



2, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO7 tentang

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang

Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (l'embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 77 ' Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a691);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

PembentukanPeraturanPerundang.undallgan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l

Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1;,

4,Undang-UndangNomor5Tahun2oT4tentangAparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahunzol4Nomor'Tambahanl,embaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

6. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2A16 Nomor lLa\
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5

tentang Pembentukan Prortuk Hukum Daerah (Berita

Negara Repubtik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2076 tentang

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 12371:



g.PeraturanMenteriSosiatNomor13Tahun20|6tentang
Hasil Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja Urusan

Pemerintahan Bidang Sosiat Daerah Provinsi dan

KabupatenfKota selumh tndonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1589);

10. peraturan Menteri sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang

PedomanNomenklaturDinasSosialDaerahProvinsidan
DinasSosialDaerahKabupatenlKota(BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);

il.PeraturanMenteriKelautandanPerikananNomor26
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat

Daerah dan unit Kerja pada Perangkat Provinsi,

Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusa-rl

pemerintahandibidangKelautandanPerikanan(Berita
NegaraRepubliklndonesia'tahun20|6Nomor|327|;

12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Keluarga

Berencana Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman

Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian dan

Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 7266);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan siau

Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

(Lembaran Daerah Katrupaten Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro Tahun 2016 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

dan

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TEN'IhNG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU

TAGULANDANG BIARO NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BTARO.

Menetapkan



Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan

siau Taguiandang Biaro Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepuiauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2016 Nomor l2l,

diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan

susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;

b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;

c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B;

d. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang Kesehatan, dan bidang pengendalian penduduk dan

Keluarga Berencana;

2. Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Pemukiman Tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, bidang Penataan

Ruang, bidang Perumahan dan bidang Kawasan

Pemukiman;

3. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan

dan Olahraga1,

4. Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan

bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan

Masyarakat sub urusan Polisi Pamong Praja dan sub

urusan Kebakaran;

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

menyelenggarakan urusan pemerintahan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Tipe A

bidang



7. Dinas Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;

8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Parir,visata dan bidang Kebudayaan;

9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A

men5relenggarakan urusan pemerintahan bidang

Komunikasi dan Informatika dan bidang Statistik dan

bidang persandian;

lO.Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Lingkungan Hidup, bidang Pertanahan dan bidang

Kehutanan;

11. Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang

Pertanian;

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan bidang Koperasi dan UKM;

13. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Tenaga

Kerja.

14. Dinas Kelautan Perikanan dan Perhubungan Tipe B
menyelenggarakan urusan Kelautan dan Perikanan dan

bidang Perhubungan.

Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Keuangan, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang

Keuangan;

2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi

penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian

dan pengembangan;

3. Badan Kepegar*-aian dan Diklat Daerah, Tipe B

melaksanakan fungsi penunjatrg kepegawaian dan diklat

claerah.

e



lrt(

Pasal tI
Peraturan Daerah ini mur;ai berlaku pada ta'ggal diundangkan.

Agar seLir p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatan nya dalam kmbaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada 30

PA r
Januari 2017

o

SIAU GBIARO,/

16

I

TOIU SUPIT

\

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 30 Januari 2017

SIAU BIARO,

AI)RY MAITEIITGKEY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGUI,ANDANG BIARO
TAHUN 2OI7 NOMOR 1

NOREG PERATURA}I DAERAH IGBUPATEN KEPULAUAN
TAGULANDANG BIARO, pRovINSI suLAwESI UTARA: 15 l2ot6
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